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WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa aparat pengawasan internal Pemerintah Kota
Lubuklinggau berwenang dan berkewajiban melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi internal di
Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau,

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi laporan
akuntabilitas kinerja unit organisasi internal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta guna pelaksanaan
ketentuan diktum Ketiga Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, vang menyatakan bahwa pimpinan instansi
pemerintah menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
lingkungan masing-masing, perlu menetapkan petunjuk
teknis evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi
internal di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Lubuklinggau.

Mengingat "1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114):

2. Undang-Undang ni



10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234),

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593):
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80):

6.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabiliras
Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah:

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2014 Nomor 32):

8.

Keputusan Menteri Pendaragunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman
Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah:

9.

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun
2005 tentang Susunan Organisasi Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2005 Nomor 8),
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2006
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2006 Nomor 2).

MEMUTUSKAN.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

6. Evaluasi adalah proses penilaian vang sistematis mencakup pemberian
nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta nemberian
solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.

Sd Evaluator adalah pejabat Inspektorat Kota Lubuklinggau vang diberi
perintah untuk melaksanakan proses penilaian.

8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah vang selanjutnya disingkat
AKIP adalah laporan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan vang
telah ditetapkan melalui sistem pertenggungjawaban secara periodik.

9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disebut Sistem AKIP adalah instrumen pertanggungjawaban vang pada
pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan
pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menveluruh dan
terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, serta misi organisasi.

10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disingkat LAKIP adalah dokumen vang berisi gambaran perwujudan
Akuntabilitas Kinerja SKPD yang disusun dan disampaikan secara
sistematik dan melembaga.

11.Sato



12.

13.

(1)

(1)

(2)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kegiatan
analisis kritis, penilaian vang sistematis, pemberian atribut, pengenalan
permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja
dan akuntabilitas SKPD oleh Inspektorat.

Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan
Inspektorat vang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan
evaluasi atas kinerja SKPD yang dievaluasi sehingga diperoleh data
sebagai bahan perbaikan.

Pasal 2

Petunjuk teknis evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah kota
Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Contoh bentuk lembar kriteria evaluasi AKIP SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam lampiran II

yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

2)

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Lubuklinggau digunakan untuk :

a. memberi panduan bagi evaluator vang berkaitan dengan :

1. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup
evaluasi:

2. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang
digunakan dalam evaluasi,

3. penetapan langkah-langkah kerja vang harus ditempuh dalam proses
evaluasi:

4. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil
evaluasi serta proses pengolahan datanya.

b. menjadi panduan bagi pejabat dan staf pelaksana dalam mengelola
pelaksanaan evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah kota
Lubuklinggau.

Tujuan evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
sebagai berikut :

a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau,

b. menilai akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau,

c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau:

d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Pasal 4.



Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 YARET Dc1Y

WALIKOTA fosurunccat4s—

k
H. SN.Ke PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal

Kk

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

'

H. PARIGAN
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 39 TAHUN 301Y
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS EVALUASI LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1. Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda
penting dalam reformasi pemerintahan vang sedang dijalankan oleh
pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada
peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja vang
berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP
diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi
pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri
merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta
melaporkannya kepada instansi vang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem
dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak vang
lebih independen agar diperoleh umpan balik vang obvektif untuk
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

2. Walikota selaku pemimpin tertinggi di Pemerintah Kota perlu
mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem AKIP
terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah
pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, sebagaimana
yang diharapkan melalui program-program prioritas vang ditetapkan.
Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi sebagai bagian yang inherent dengan Sistem AKIP
haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

3.Untuk mengetahui sejauhmana SKPD melaksanakan dan
memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanva
peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah, maka perlu
dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja
ini diharapkan dapat mendorong SKPD untuk secara konsisten
meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian
kinerja (hasil) organisasinva sesuai vang diamanahkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

4. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat
daerah vang merupakan bagian inherent dengan Sistem AKIP, harus
dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu
Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dapat dijadikan panduan bagi
evaluator.
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5. Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah
sebagaimana tertuang dalam pedoman umum evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi vang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/135/M.PAN/9/2004 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan
Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12 Maksud Dan Tujuan
1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau dimaksudkan untuk :

a. memberi panduan bagi evaluator untuk :

1) memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi,
2) memahami strategi evaluasi dan metodologi vang digunakan dalam

evaluasi:
3) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam

proses evaluasi,
4 menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami

mekanisme pelaporan” hasil evaluasi serta proses pengolahan
datanya.

b. menjadi panduan bagi pejabat dan staf pelaksana dalam mengelola
pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
“Lubuklinggau.

c. Menjadi bahan acuan bagi pemerintah kota dalam menyusun
petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing SKPD
tersebut.

2.Tujuan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai
berikut :

a. memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP:
b. menilai akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau,

c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan
penguatan akuntabilitas SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau,

d.memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
“sebelumnya.

1.3 Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi:
1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi atas
penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja organisasi:



1.4

“Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan2
mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluatan sampai
dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi. "

. Pemeringkatan hasil evaluasi instansi pemerintah Kota Lubuklinggau.3.

Pengertian Umum
1. SKPD adalah perangkat daerah yang menurut peraturan dibiayai dari
anggaran daerah.

. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan2
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu
organisasi kepada pihak vang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran3,
ataupun tujuan SKPD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi
SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan.
Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah perwujudan kewajiban suatu SKPD
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi SKPD dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

4
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2.1

BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

Pelaksanaan Evaluasi
1. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau dilaksanakan oleh unit pengawasan internal dalam hal
ini Inspektorat Kota Lubuklinggau.

2. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dilakukan berdasarkan Petunjuk
Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau ini, serta berpedoman pada Keputusan Menteri Negara
Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 dan
Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2 Strategi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD
1. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD difokuskan untuk

peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem
AKIP) dan peningkatan kinerja SKPD dalam rangka mewujudkan
instansi pemerintah vang berorientasi pada hasil (result oriented
government).

2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip :

a. partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi.
Keterlibatan pihak yang.dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat
penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi:

b.proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada
pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen
utama Sistem AKIP.

3. Untuk SKPD yang sudah pernah dievaluasi, langkah pertama yang
perlu dilakukan oleh evaluator adalah mengumpulkan informasi
mengenai tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang
diberikan oleh evaluator pada evaluasi sebelumnya. Hambatan dan
kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnva, akan
dilaporkan kepada Walikota. "

2.3 Tahapan Evaluasi

24

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi :

1. evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD,
2.penyusunan pemeringkatari dan penetapan kategori hasil evaluasi
kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau:

3.pelaporan hasil evaluasi kepada Walikota dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Metodologi Evaluasi
Metodologi vang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja SKPD dengan menggunakan teknik “criteria referrenced survey”,
dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step

af



2.6

2.7

assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan
(overall assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing
komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kriteria evaluasi, sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi
(LKE) akuntabilitas kinerja SKPD, ditentukan dengan berdasarkan
kepada:
a. kebenaran normatif sebagaimana vang ditetapkan dalam pedoman

penvusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
SKPD,

b. kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-
buku petunjuk mengenai Sistem AKIP,

c. kebenaran normatif yang .bersumber pada best practice baik di
Indonesia maupun di luar negeri,

d. kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen
stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

Dalam menilai apakah suatu SKPD telah memenuhi suatu kriteria, harus
didasarkan pada fakta obyektif dan professional judgement dari para
evaluator dan supervisor.

Teknik Evaluasi3
Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang
digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik
evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun
demikian pada akhirnya teknik yang digunakan harus dapat mendukung
penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu
menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik
pengumpulan data antara lain: kuisioner, wawancara, observasi, studi
dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik
analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan
pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan
sebagainya.

Kertas Kerja Evaluasi
Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan
agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali
dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan
teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi
(KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data vang dianggap relevan
dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi
fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan,
pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada
simpulannya.

Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi
l. Pengorganisasian evaluasi akuntabilitas SKPD untuk tingkat unit kerja
Kota Lubuklinggau dilakukan oleh Inspektorat Kota Lubuklinggau dan
Tim Satgas evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut
dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi oleh Kementerian
PAN dan RB.

Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti
penanggungjawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas,
penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan
yang ditetapkan oleh Inspektur Kota Lubuklinggau dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan.

2
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3. Inspektorat melakukan sosialisasi juklak evaluasi dan memonitor

pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, kepada pelaksana
evaluasi. Sosialisasi dilakukan dalam upaya mencapai pemahaman
yang sama terhadap penggunaan petunjuk pelaksanaan evaluasi ini.

“Laporan Hasil Evaluasi kinerja SKPD diselesaikan dan dilaporkan
kepada Walikota oleh Inspektorat Kota Lubuklinggau paling lambat

setiap tanggal 30 September tahun bersangkutan dan ikhtisar hasil
evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB paling
lambat tanggal 31 Oktober tahun bersangkutan (tahun takwim
dilaksanakan evaluasi).

4.
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“BAB III
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

3.1 Umum

3.2

3.3

Terdapat beberapa langkah kerja vang berkaitan dengan evaluasi atas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD yang
tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-
langkah kerja tersebut terdiri dari :

a.

b.

evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja: dan

penilaian dan penyimpulan.

Evaluasi Atas Komponen Akuntabilitas Kinerja
1.

U
u

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi difokuskan pada kriteria-kriteria
yang ada dalam Lembar. Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap
memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya,
maka isu-isu penting vang ingin diungkap melalui evaluasi
akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

a. kesungguhan SKPD dalam menyusun, mereviu dan
,menyempurnakan perencanaan kinerja agar berfokus pada hasil,

b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja,
c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP):

d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan
program, khususnya program strategis SKPD,

|

e. keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan
kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan
pengendalian serta pelaporannya,

f. capaian kinerja utama dari masing-masing SKPD,
g. tingkat akuntabilitas kinerja SKPD,
h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil
evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

.Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, terdiri atas evaluasi penerapan2.
komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) vang meliputi:
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
kinerja internal dan pencapaian kinerja.
.Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistem AKIP) juga meliputi3
penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. «

.Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan4.
pada pencapaian kinerja vang tertuang dalam dokumen LAKIP semata,
tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja
SKPD.

. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) beserta penjelasannya dan template LKE
untuk evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD sesuai lampiran II.

Penilaian dan Penvimpulan
l. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD harus menyimpulkan hasil
penilaian atas fakta objektif instansi pemerintah dalam
mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan
kriteria masing-masing komponen vang ada dalam Lembar Kriteria
Evaluasi (LKE).

«



2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :

a. dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: komponen,
sub-komponen, dan kriteria.

b. setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberian alokasi nilai
sebagai berikut :

No Aspek Bobot Komponen dan Sub-Komponen

“1. Perencanaan 35 Yo |a. Rencana Strategis 12,5”6, meliputi:
|

i Kinerja |

|

Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra,
Kan - dan Implementasi Renstra. |

Perencanaan Kinerja Tahunan 22,540,
:

'b. meliputi: Pemenuhan Perencanaan
Kinerja Tahunan (4,556), Kualitas

|

Perencanaan Kinerja Tahunan
Ig | (11,2596), dan Implementasi

|

Perencanaan Kinerja Tahunan
(6,755).

2. Pengukuran 20” a. Pemenuhan pengukuran 490:
Kinerja b. Kualitas pengukuran 1050, «

Cc. Implementasi pengukuran 66.
3. Pelaporan 154 a. Pemenuhan pelaporan 3Yo,

| Kinerja 'b. Penyajian informasi kinerja 8Y6,

|
.c. Pemanfaatan informasi kinerja 4Y0. |

4. Evaluasi 100 la: Pemenuhan evaluasi 2/4,
Internal b. Kualitas evaluasi 556,

|

|

c. Pemanfaatan evaluasi 3Y6.
4 |

| S5. | Pencapaian ' 20 Yo .a. Kinerja yang dilaporkan (output) 1040,
|
Sasaran/ 'b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 106, |

“ Kinerja
|

'

Organisasi — an 1
Total 10020

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem
AKIP pada SKPD, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian
kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP maupun
dalam dokumen lainnya. Butir Sa, 5b dan Sc, penilaian didasarkan
pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam LAKIP maupun
dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja. Penilaian terhadap
butir 5d dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti
opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.

c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan
sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap
-pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c
atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-
pertanyaan yang langsung dapat dijawab va atau tidak. Jawaban
a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau
pertanvaan-pertanyaan yang menggunakan skala ordinal.

d. Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban
“Tidak” maka akan diberikan nilai O.

e. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan pada
judgement evaluator dan memperhatikan petunjuk pada lampiran
buku petunjuk ini. -



f. Apabila pertanvaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan
dengan kondisi vang memerlukan penvimpulan, karena terdiri dari
beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau
Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau
indikator kinerja, penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing-
masing sasaran atau indikator kinerja).

g. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e'”,
evaluator harus menggunakan professional judgement-nya dengan
mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria,
dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan
dilakukan sebagai berikut:

1) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada
setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu
misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunvai alokasi nilai
1040 (sepuluh persen) dan memiliki 10 (sepuluh) buah
pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut apabila
pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai
untuk subkomponen tersebut adalah : (3/10)x 10 - 3,

3

2) Untuk kriteria vang berhubungan dengan kondisi yang
memerlukan penvimpulan, karena terdiri dari beberapa sub
kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai
rata-rata,

-3) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai
sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka
tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 sampai
dengan 100.

3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penvimpulan akan
dilakukan sebagai berikut: Penvimpulan atas hasil reviu terhadap
akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka
tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari
penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk
menentukan tingkat akuntabilitas instansi vang bersangkutan terhadap
kinerjanya, dengan kategori Sebagai berikut :

No.
|
Kategori

|

Nilai Angka | Interpretasi
1.

| AA PL »85-100 Memuaskan
2... A 0 275-85 Sangat Baik
3. B 265-735 Baik, perlu sedikit perbaikan
a. cc »30-65 Cukup (memadai). perlu banyak

perbaikan vang tidak mendasar
Kurang, perlu banvak perbaikan,

2. Cc 230-530 termasuk perubahan yang
mendasar
Sangat Kurang, perlu banyak sekali '

6. D 0-30 perbaikan dan perubahan vang
sangat mendasar.

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, maka hasil
evaluasi dari tim evaluator direviu oleh supervisor dengan pengaturan
sebagai berikut:
a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh

supervisor tim,
b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk
menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (rating)
hasil evaluasi.
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4.2

BAB IV
PELAPORAN HASIL EVALUASI

Umum
1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja
harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil
Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan
berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang
didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.

2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja
instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang diisi dan
dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.

3. Bagi SKPD yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi
diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun
sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang
diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang
telah dilakukan.

4. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-
hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen
kinerja SKPD yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara
hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannva harus
diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak SKPD
yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan
secukupnya.

5, Penulisan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) harus mengikuti kaidah-kaidah
umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain :

a. penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan
kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan
tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen
atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data,

b.Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil
evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

Format dan Isi Laporan Hasil Evaluasi
Bentuk atau format dari LHE dapat disusun dalam bentuk bab atau
bentuk surat. Pelaporan dalam bentuk bab dapat dilakukan dengan
memperhatikan kebiasaan yang baik dalam pelaporan. Sedangkan untuk
pelaporan hasil evaluasi dalam laporan bentuk surat, dapat diilustrasikan
sebagai berikut:

ih



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
INSPEKTORAT

Jalan Depati Said No. 48 Kel. Ulak Lebar Lubuklinggau
Telp. (0733) 320633 Faksimile : (0733) 320633 Kode Pos 31616

s

E-mail : inspektorat alubuklingaau.go.d, Website ! tw lubuklinggau.go.id
———

Lubuklinggau, 20

Nomor : Kepada Yth.

Lampiran : Kepala SKPD

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi di -

Akuntabilitas Kinerja SKPD Lubuklinggau
Kota Lubuklinggau
Tahun 2.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan MENPAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan
Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota
Lubuklinggau Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, dan
Surat Keputusan Inspektur Kota Lubuklinggau Nomor tentang Tim
Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota
Lubuklinggau Tahun , kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

l.Kami telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja SKPD
Tahun , dengan tujuan:

”

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.

b. Menilai akuntabilitas kinerja SKPD.
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas instansi.

d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebclumnva

2 Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen
kinerja, vang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja: Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi.Ya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun ,

merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana
Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun , dokumen
Penetapan Kinerja (PK) Tahun -

, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
serta dokumen terkait lainnya.



3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d.
100. Berdasarkan hasil evaluasi, SKPD memperoleh nlai sebesar Ya

dengan kategori
-

“Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap4
seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada SKPD
dengan rincian sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

B. Pengukuran Kinerja

C. Pelaporan Kinerja

D. Evaluasi Internal

E. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi

F. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu yang belum ditindak lanjuti

(Dalam poin A s/d E menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut
akuntabilitas SKPD vang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat
mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja SKPD) “

5. Terhadap permasalahan vang telah dikemukakan di atas, kami
merekomendasikan SKPD . ........... , beserta seluruh jajarannya agar
dilakukan perbaikan sebagai berikut:
a

b

Cc

d. dst.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada
SKPD ...... Tahun ...... . Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

INSPEKTUR,

NIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Walikota.Lubuklinggau (sebagai laporan)

4
4



4.3 Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi

1.Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja SKPD yang
dievaluasi Inspektorat Kota Lubuklinggau, disampaikan kepada
pimpinan SKPD yang dievaluasi dengan tembusan kepada Walikota
Lubuklinggau sebagai laporan dengan waktu penvelesaian paling
lambat 30 September tahun bersangkutan.

. Laporan kompilasi evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Ikhtisar dari laporan hasil evaluasi
tersebut disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta paling lambat tanggal 31
Oktober tahun bersangkutan.

2
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BAB V
PENUTUP

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan
bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma
baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja
yang berorientasikan hasil.

2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penvelenggara evaluasi harus
mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti
perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing,
agar dapat memberikan sumbangan vang berarti untuk perbaikan kinerja
SKPD.

WALIKOTAf LUBUKLINGGAU

/

H. SN. P. NA PUTRA SOHE



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAL
NOMOR : ga Taun 9e1g
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS EVALUASI LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAL

A

LEMBAR KRITERIA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
SKPD/UNIT KERJA KOTA LUBUKLINGGAL

. 2 3

A. PERENCANAAN KINERJA (3500)
1.” PERENCANAAN STRATEGIS (12.590)

|... “PEMENUHAN RENSTRA (2.500)

—.b.. KUALITAS RENSTRA (6.2506)
- Kalah Tan

Peng adan
SMART
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!
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B. PENGUKURAN KINERJA (2005)
P1. .

PEMENUHAN PENGUKURAN (40)

' po n Pai aa 0.

i
t: : . aa 0

02 Tenaga papan : - ba
" Na

kinerja Pera NATA ANETGPRAN
D @pAbaa TEKAN Sne pe La LA KUR rena MEN an ARE

ya na -- ana Ka
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ME as sn berdaa drag.antara

ss€ ayam rem san iwan nenu
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19 1D To dare
AIA kemanan MAP TEE AS
-

Derkenes aan
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KUALITAS PENGUKURAN I1ot0)
.
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KOMPONEN SUB KON PONEN PENJELASAN KERANG
1 2

|

IKU telah menggambarkan hasi. @, apabua ebih dan 55
hasi

DG BGDNG SI IKU

IP?
1

N Kar Sasaran Langhubo.gan kan G3 Ter WAN
Induikaror kinerja sasaran
secara obvektif

ipat diakur

5743 VLFI IIU GI
10 Indikator kinerja sasaran

menggambarkan hasil

atas
mam pro

Dut yen

11 Indikator kinerja sasaran relevan
Gergan sasaran varg akan diukur



NG KOMPONEN SUB KOMPONEN PENJELASAN KERANGKA Lt
2

Indikator kinerja sasaran telah diukur
realisasinya

Ci GPAPI :

reaisasinya dan
13

arfaatkan dalam

Rencana Kineria Te

IKU telah dimanfaatkan untuk pe
kinerja

TIGNG CukuD 3
& kKntena ya

1 Kasur ve

IKU telah direviu secara berkala a IU gak direvisi dan kasihnya
yang lebih baik finovatif):

201 Ou Secara berkala d

19 xPengukuran kinerja digunakan untu
pengendalian dan pemantaran kinerja
secara berkala

Perulihan ah, Gd, ane didasarkan pada
€. Ginator, dengan tetap memperhatikan kniera yang
Seb

Prasyarar: terdapat pengukuran arau peruntanan kinerta secara

1

kk
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1

C. PELAPORAN KINERJA (1500)
1, PEMENUHAN PELAPORAN (300)
1 AKP tah diyasan
2 LAKIP telah Gisampudkan tepat Waalu Pra gara pada SE Meyan

pertapaarni

. aaST pe ' an yang seharusnya
Gengan merracupada Ketena SD
| sesama dengan tusas dan rgs"
| om enugamnbarkan core nu siness
L MEN DEN TDAN

GARA
ISU SIGTEGIS Y

| menggambarkan Pub gan karsa
proses LanputHomemacapa

ing bernemuan.g
TES Ar Tar Gen Ea

3 LAKIP menyarkan informasi pencaparan
|

G, apabra lebih dan BE sasaran yang asanpunun uu ar LAKI
|

sasaran vang beromentasi outcome ' yeronentasi Onicen 8

, :
5, apabila SC « sasaran outcome dalan LAKIP SEL,

|

Sasaran yangANAGSnGn ran Ll one AR oegne
: Poanrua

! Ta PNS - :

1

" “5
ng

s
| an "

| ." po eperei K berekuszpada La ormas tenan Gr. TAN GIKM press

GpaP
,

caparan

LAKIP mersankan es alaasi dan a.alsis
mengena capaan kurntuja

SeDelL.. :

vang diperlukan

2
Gotb una ada yen 9.

Per bangnngan para Menu mencarn
«TereDea sas'

- Tea sas san ya. dengan Ke 1 ber
KAN AO PR eng

- Perisas gran capa an organisas nstur
CET EN OTO SAS una en

an capa an genaaa daraga

LAKIP
Yar

TPL AA
|

|

,

'

nan DA --
ps

:
:

Formasi kenangan $pena taenn

1l, PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8'c)

2
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NG KOMPONEN SUB KOMPONEN
|

PENJELASAN

10

| Sapara.anganan uengkn amen,
- Garanya tara
- Goyar drelusun resumber datanya

“dapat ad

III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA
(420)

digunakan dalam peci gikan Kn ah La pa NN TN
NNU

Pa “.

perencanaan
|

Sebagat lusmasi

sun surpa dergan saat elah berdamyan xesada
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kinerja

'

po
:

0 Singa heheh anta PET
|

buk perode berikan,
|

jera sena adan dasar ren are

|

" D. EVALUASI KINERJA (100-)
..1. | PEMENUHAN EVALUASI (200)

Terdapat pemuntauan mengenai

Gukhambatannva Log
,

TAK TerkOrun

!

!

|

|

| Peruntungan mengena kengkan pencarian
|

|

|

t

s

7719
- dapat men

Knenaerani
Po meruumli dangkah

pencapaian am.ena,
- melaporuan Kasi perantauan tersebut repada

2 . Evaluasi program telak dilak
.

|

:

3 1
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SI Gan Terdapat bu



KOMPONEN SLB KOMPONEN PENJELASAN
l 2 3 -
3 1 Hasil evaluasi telah

disampatkan
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KUALITAS EVALUASI
(555)

dan bertahap” terdurut Entu
C terdapat SuyEn3 NAMUN DEAR retiuer
G SuperLisi sangar menamai
eindisyen

Evaluasi progran diaksarakan dalan:
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E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (2020)
—

KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5?)
Lo Target dapa: d.capa,

2 Capaianxnerja leb.h baik dari taun

1)

1
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!

|

apa5 Ya lem dun 35

Hun to ate



NO KOMPONEN SLB KOMPONEN PENJELASAN KERANGKA LGS
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KINERJA YANG DILAPORKAN
(OUTCOME) (Sta)
Target dapar dicapai

Ia rara

Informasi mengenai xinerja dapat
Giandalkan

$ Galanya

ena sbb

- dapa disen
- Nico dar

Mawahan dnuts pada lembar KKEI- Canatary



TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA SKPD/UNIT KERJA KOTA LUBUKLINGGAUL

0 |

KOMPONEN /SUB KOMPONEN Y/T NILAI | TOTAL ! REF
L.01 Ke 2 : 3 4 5. 6
A. PERENCANAAN KINERJA 13595) #DIV/O! #DIV)/O!

I.| PERENCANAAN STRATEGIS (12.5Y46) #DIV/O! #DIV/O!
a.|(PEMENUHAN RENSTRA (2.570) #DIV/O! #DIV/O!
1IDokumen Renstra telah ada v/t Error
Dokumen Renstra telah memuat visi, misi. ruruan.

pi
sasaran,

program, indikator kinerja Sasaran. target a/b/e/dje Error
tahunan. indikator kinerja tujman dan target jangka
menengah

3|Renstra telah menyajikan IKL: af/b/c/dje Error

b.|KUALITAS RENSTRA (6.2525) #DIV/O! #DIV/O!
4iTwuuan dan sasaran telah berorientasi hasil a/b/c/d/e Error

. Program /kegiatan merupakan cara untuk mencapai
ball n

ena
pa

paran ca
sa

» CP
ajbf/c/dje Error

tujuan sasaran /hasil program / hasil kegiatan

Indikator kinerta tujuan toutcomel dan sasaran
Ojloutconie dan output telah memenuhi kriteria a/bjcefdje Error
Indikator kinerja yang baik

7|Targer kinerja diterapkan dengan baik ajbjc/dje Error
Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen NNBI. ajb/e/d/e Error
RPJMD Poferd/
Dokumen Renstra telah menetapkan hal-kai vang

Olseharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja'tugas | afb/c/a/e Error
fungsi /larar belakang pendirian)

c.|IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75560) #DIV/O! #DIV/O!

19 Dokumen
Renstra

Cigunakan sebagai acuan
dalam

a/b/e/a/e Error
penyusunan dokumen perencanaan tahunan

Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan
11 ai naa Pa ”ag Taun ' ajbje/d/e Error

Pe esai pt Pe Se Tar hd Kelie Kar, An UTAN

12 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala ajb/e/d/e Error

II. (PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (22,5Y60) #DIV/O! #DIV/O!
PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN

a. #DIV/O! #DIV/O!
(4,580)

1IDokumen perencanaan kinerja tahunan telah ada v/t Error

Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran,
2 program. indikator kinerja sasaran, dan target kinerja | a/b/c/d/e Errorprog ! g J
tahunan

3IDokumen PK telah ada TA Error
Dokumen PK disusun segera setelah anggarar .

KI 1

disusun segera setelah anggaran v/r Error
disetujui

5 Dokumen
PK telah memuat Sasaran, PrOSrAN, a/b/e/d/e Error

indikator kinerja, dan target jangka pendek
61PK telah menyajikan IKU a/b/e/dje Error

KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN
b. os #DIV/O! #DIV/O!(11.255)
7|Sasaran telah berorientasi hasil ajbfjc/d/e Error

8|kKegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran a/bjejd/e Error

Indikator kinerja sasaran telah memenuhi krireria9 a/b/jc E
indikator kinerja yang baik (b/efa/e "Tor

10O|Target kinerja ditetapkan dengan baik af/bfcfd/e Error
Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK

11 , SAS Ha a/b/ce/d/e Error
atasannya dan Dokumen Renstra
Dokumen PK telah menerapkan hal-hal yang

12Iseharusnva ditetapkan idalam kontrak kinerja/tugas | a/b/e/d/e Error
fungsi
IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA

. !C| TAHUNAN (6.750) #DIV/O!
|

#DIV/O!

13 Target kinerja yang diperjanjikan
telah digunakan a/b/e/d/e Erroruntuk mengukur keberhasilan

Penctapan Kinerja telah dimonitor pencapaiannya14 pan Sincri pencaparann, a/b/e/ajel Error
secara berkala

- (Penetapan Kinerja telah dimanfaatkan dalam
1: pa 1

Yi
Ga

a/b/e/a/e ErrorD . .

pengarahan dan pengorganisasian kegiatan

KKE3

KKE3



penilaran kinerja

ENO 1 KOMPONEN/SUB KOMPONEN ”— T/T NILAI | TOTAL REF3
gn 1. Setan en Hanan 2. Pan Naa anang Denik Hennn gn Banbamakatas . 4 Ia

5 - 3BS
B. PENGUKURAN KINERJA (2056) #FDIV/O! #DIV/O!

I. PEMENUHAN PENGUKURAN (459) #DIV/O! #DIV/O!
Telah terdapar indikator kimerja utama (IKU sebagai v/t Errorukuran kinerja secara formal :

2Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja a/b/c/dje Error

TI. KUALITAS PENGUKURAN (1002) #DIV/O! #DIV/O!
SIKU telah dapat diukur secara obvektif afjbfejdje Error
AKU telah menggambarkan hasil a/b/e/d/fe Error

SIKU telah relevan dengan kondisi vang akan diukur afbj/ejd/e Error

OIIKU telah cukup untuk mengukur kinerja a/bjec/d/je Error
#IKU telah diukur realisasinva a/b/cf/adje Terror
SIKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP a/b/e/d/e Error

AIndikator kinerja sasaran dapat diukur secara obvekuf! a/b/e/d/e Error

10|Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil a/b/c/d/je Error

11
Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran

a/b/e/d/e Error
yang akan diukur

1»
Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur a/b/e/a/e Error
sSasaran!nYVa

135 Indikator kinerja sasaran telah diukur reahsasinva ajb/e/ad/e Error

14 Indikator kinera unit
kerja telah selaras dengan a/b/e/d/e Error

indikator kinerja IP
15|Pengumpulan data kinerja dapat diandaikan a/bjc/d/je Error

III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (600) #DIV/O! #DIV/O!
18 IRt telah

dimanfaatkan
dalam dokumen-dokurnen

a/b/e/d/e Error
perencanaan dan penganggaran

15 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja a/bjc/dje Error
181IKU telah direviu secara berkala a/b/eja/e Error

19 Pengukuran kinerja digu nakan
untuk pengendalian a/b/e/a/e #rrordan pemantauan kinerja secara berkala

C. PELAPORAN KINERJA (1596) #DIV/O! #DIV/O!
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3) #DIV/O! #DIV/O!
TILAKIP telah disusun abjc Error
DMLAKIP telah disampaikan tepat wakru v/t Error

3 LAKIP menyajikan informasi mengena pencaparan a/b/e/a/e Error
IKU

II. |PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7.526) #DIV/O! #DIV/O!
4
LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di

a/b/e/aye Errorbawahnya
-ILAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran vang5 . . a/b/c/d/e Errorberarientasi outcome

AKIP mc Tajika info
$

kn BKI Ineria vz

6 LAKI:
mc n aJik in informasi mengenai kincria vang a/b/e/a/e Errortelah diperjanjikan

—- LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai
T Ne a/bjc/d/e Error
capajan kinerja
LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja vang
remadai antara realisasi tahun j uno: nahi

s|
memadai antara realisasi tahun ini de ngan rcahsasi a/b/e/d/e Error
tahun sebelumnya dar pembandingan lam yang
diperlukan
AK 'ajika

t
asi keuangan vang terkai9

LAKIP menvajik an informasi keuangan vang terkait a/b/c/d/e Error
dengan pencapaian kineria

10 Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan alb/c/d/e Error
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4.526) #DIV/O! #DIV/O!
11

Informasi vang disajikan telah digunakan dalam
a/b/e/da/e Error

perbaikan perencanaan
Informasi vang disajikan rclah digunakan untuk

12/menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan a/b/c/dje Error
kegiatan organisasi

13 Informasi yang sajikan telah digunakan untuk
a/b/efd/e Errorpeningkatan kinerja

14
Informasi yang disajikan telah digunakan untuk

a/b/ejaye Error

KKE3
KKE3

KKES:
KKE3
:KKE3



NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN Tya. NILAI TOTAL REF
Sa 2 Ia 3 4

3
6

D. EVALUASI INTERNAL (10”0) #DIV/O! #DIV/O!
1. (PEMENUHAN EVALUASI (290) #DIV/O! #DIV/O!

Terdapat pemantauan mengenai kemajuan a/b/ejd/e Error
pencapaian kinerja beserta hem batannva

Dikvaluasi proeram telah dilakukan afb/cjaje Error
Hasi! evaluasi telah disampaikan dan

3|dikomunikasikan kepada pihak-pihak vang v/t Error
berkepentingan

II.| KUALITAS EVALUASI (5060) #DIV/O! #DIV/O!
Evaluasi program dilaksanakan oleh SDM vang a/b/e/a/e Error
berkompetensi
Pelaksanaan evaluasi program: telah disupervisi

SIdengan baik melalui pembahasan-pembahasan vang | a/b/c/d/e Error
reguler dan bertahap

6 Evaluasi program dilaksanakan
dalam rangka menilai

a/b/e/d/e Errorkeberhasilan program
Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-

7 (rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja vang a/b/e/dje Error
dapat dilaksanakan
Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-

S|rekomendasi peningkatan kinerja vang dapat ajb/efad/e Error
dilaksanakan

ITI. PEMANFAATAN EVALUASI (3b) #DIV/O! #DIV/O!
Hedi Craluasi piusialal, anultlabilkas KinGgje telah

.

Idiindaklanjuii utuk per bainan peiciallaai a/b/cid/e Error

Hasi esa past pena ann Tetah dir anTang tak
10 AA. : a/b/c/a Err

perbaikan kinerja Pofelaje Tor

E. PENCAPAIAN SASARAN /KINERJA ORGANISASI (2056) #DIV/O! #DIV/O!
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (1005) #DIV/O! #DIV/O!

Uh gen apa at enn #00!
2|Capaman kinerja lebih baik dar: tahun sebelumnya #DIV/0!
3lntormasi mengenai kinerja dapat diandalkan H #DIV/O!

KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (1050) #DIV/O! #DIV/O!
#H Target dapat dicapai #DIV/O!

S|Caparan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya #DIV/0!
Gilnformis pe oeeiran kene desa dad BO

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100”6) #DIV/0! #DIV/0o!

KETERANGAN:
TULIS NAMA UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA
ha '

J n

CKE1

KKEI

KKE
bi

WALIKOTA uuruwasa
“1

LA SOHE


